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ABSTRACT 

The crime of identity fraud in marriage has occurred in Jember Regency. The identity falsification was carried 
out because the perpetrator wanted to manipulate his gender in order to carry out same-sex marriage. This 
happens because the law in Indonesia does not provide legality for same-sex people to be able to get married. 
Thus, in this study, two formulations of problems that should be investigated are related to the causes of the 
motive for committing the crime of identity fraud in marriages committed by same-sex couples; as well as 
regarding law enforcement against the crime of identity fraud in marriage. From the two formulations of the 
problem, the results obtained are that the cause of the motive for the criminal act of forging identity in same-
sex marriages is the feeling of wanting to live together with same-sex partners and the coercion of will because 
Indonesia does not provide space for same-sex marriage. Second, law enforcement in cases of identity 
falsification in same-sex marriages is carried out through the Court as law enforcers. The crime of identity fraud 
can be prosecuted under Article 263 paragraph (1) (2) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 
paragraph (1) of the 1st Criminal Code and Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with 
Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code. 
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PENDAHULUAN 

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, 
bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan.1 
Pentingnya arti dan tujuan perkawinan maka segala sesuatu yang berkenan dengan 
perkawinan di atur oleh negara dengan terperinci dan lengkap. 

Dalam kaitannya, setiap manusia secara alami mempunyai daya tarik antara satu dengan 
yang lainnya untuk membina suatu hubungan. Realisasi manusia dalam membina hubungan 
tersebut tentunya diperlukan suatu ikatan, baik secara lahir maupun batin yang disebut 
dengan perkawinan. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum 
negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak 
melanggar larangan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat 
penting bagi kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok.2 Tiap-tiap manusia 
secara alami mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk membina suatu 
hubungan. Realisasi manusia dalam membina hubungan tersebut tentunya diperlukan suatu 
ikatan, baik secara lahir maupun batin yang disebut dengan pernikahan. 

                                                             
1 Mardani, Hukum Keluarga Islam (Jakarta, 2016), hlm. 23 
2 Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat (Jakarta, 2008), hlm. 130 

http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/
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Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan 
kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 
bukan mahramnya dalam waktu yang lama.3 Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyatakan 
bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
ketuhanan Yang Maha Esa.4 Jika berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka 
perkawinan disini diisyaratkan bahwa perkawinan harus dan wajib dilakukan oleh laki-laki 
dan perempuan atau berlawanan jenis. 

Berbicara tentang perkawinan maka tidak akan terlepas dengan hubungan privat atau 
pribadi antar individu, hal ini disebabkan karena dalam perkawinan akan terdapat 
perbuatan hukum antar individu baik itu sebelum dan sesudah perkawinan itu 
terlaksanakan yang akan menimbulkan akibat hukum.5 Akibat hukum tersebut dapat berupa 
kedudukan dan tanggung jawab antara suami atau istri dalam perkawinan yang dalam 
pelaksanaannya bisasaja menimbulkan benturan atau kerugian bagi setiap kepentingan 
secara pribadi, sehingga terhadap benturan atau kerugiantersebut bagi sebuah negara 
hukum haruslah memiliki tindakan-tindakan untuk melindungi masyarakatnyadengan 
disediakannya payung hukum bagi masyarakat yang bersengketa.6 

Sumber dari hukum perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.7 
Selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat juga aturan lain yang digunakan yaitu 
Kompilasi Hukum Islam (KHI).8 Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agama dan kepercayaannya itu. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan dengan 
memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan, apabila 
terjadi suatu perkawinan yang melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat 
dan rukunnya maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. 

Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang 
bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa 
pernikahan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. 
Putusnya hubungan pernikahan dapat terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu (1) Kematian, (2) 
Perceraian, (3) Atas putusan pengadilan.9 Dari ketentuan dalam aturan hukum perkawinan 
itu sendiri maka dapat dilihat juga bahwa unsur seorang pria dan seorang wanita sebagai 
pihak yang akan melaksanakan perkawinan merupakansyarat mutlak agar perkawinan yang 
dilaksanakan oleh kedua pasangan dikatakan sah.10 Hal tersebut sejalan dengan tujuan 
perkawinan tersebut yang menyatakan perkawinan bertujuan membentuk keluarga dengan 
adanya anak yang dihasilkan dalam perkawinan dari seorang pria dan wanita yang 
melakukan hubungan biologis antara suami istri.11 

Perkembangan zaman pada saat ini banyak sekali berita-berita tentang penyimpangan 
sosial. Salah satu kasus penyimpangan sosial yang sering diberitakan di dunia maya seperti 

                                                             
3 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Jakarta, 2001), hlm. 374 
4 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta,1999), hlm. 3 
5 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta, 2005), hlm. 271 
6 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta, 2005), hlm. 12 
7 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Keluarga Indonesia (Jakarta, 2006), hlm. 244 
8 Ibid. hlm. 245 
9 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta, 2007), hlm. 9 
10 Keputusan Ijtima’, Masail Asasiyyah Wathaniyyah (MasalahStrategis Kebangsaan), Masail 

FiqhiyyahMu'ashirah(MasalahFiqih Kontemporer), Masail Qanuniyyah (Hukum Dan PerundangUndangan), 
(Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), hlm. 98 

11 Abdul Rahman, Perkawinan Dalam Syariat Islam (Jakarta, 1996), hlm. 1 
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media sosial dan sebagainya adalah perilaku seks yang menyimpang yaitu adanya hubungan 
spesial antara laki-laki dengan laki-laki atau sering disebut dengan istilah homoseksual dan 
perempuan dengan perempuan atau yang sering disebut dengan lesbian. Tak jarang 
sebagian kelompok penyimpangan perilaku seksual tersebut menggunakan Hak Asasi 
Manusia (HAM) sebagai pelindung komunitas mereka, serta menolak penerapan undang-
undang dan kultur serta adat budaya asli Indonesia yang justru melarangnya. Maka tidaklah 
salah ketika ada suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh homoseksual banyak 
mendapatkan kontroversi di masyarakat karena dianggap menyalahi kodrat, menyimpang 
dari hukum dan norma-norma agama. Terkait demikian, banyak pihak yang merasa kurang 
nyaman dan melakukan berbagai cara untuk memisahkan hubungan mereka, salah satunya 
dengan cara mengajukan pembatalan perkawinan yang telah dilangsungkan. 

Dengan berjalannya waktu, perkawinan yang didasarkan pada penyatuan dua individu 
yang berlainan jenis (lawan jenis) untuk mengikat hak dan kewajiban, kini telah bergeser 
pada gencarnya pelaku homoseksualitas untuk bisa melakukan perkawinan sesama jenis. 
Dengan melihat bahwa di negara ini perkawinan sejenis dilarang, maka para pelaku 
homoseksual melakukan segala cara agar keinginannya untuk menikah dengan pasangan 
sesama jenisnya dapat tercapai. Segala cara dilakukannya demi keinginan dan nafsu semata, 
seperti halnya memalsukan identitas dirinya atau pemalsuan jenis kelamin yang mana tidak 
sesuai dengan identitas yang terdahulu melekat pada dirinya. Kasus tersebut sudah terjadi 
bahkan sampai menginjak jenjang perkawinan sah. Pemalsuan identitas jenis 
kelamin/bilogis ini dapat terjadi dalam suatu pelangsungan perkawinan. Dimana saat akan 
melangsungkan perkawinan salah satu calon mempelai membuat suatu dokumen palsu 
terhadap identitas jenis kelamin aslinya untuk menghindari syarat materi dari perkawinan 
yang sah.  

Sekarang fakta yang ada di lapangan telah terjadi penyimpangan terkait syarat-syarat 
perkawinan ini di mana penyimpangan tersebut salah satunya mengenai pemalsuan 
identitas jenis kelamin, setidaknya telah terjadi beberapa kasus yang terjadi terkait 
pemalsuan identitas jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan. Salah satunya seperti 
kasus di Kabupaten Jember, yakni pada Putusan No. 61/Pid.B/2018/PN.Jmr menyatakan 
bahwa terdakwa SB alias Ayu dan MF telah bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan 
surat secara bersama-sama, yang mana sebelumnya telah dilakukan pembatalan 
perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr. 
Kronologisnya bahwa SB yang berkelamin laki-laki memalsukan identitasnya dengan 
mengakui bahwa dirinya berkelamin perempuan dengan nama Ayu Puji Astuti. Sedangkan 
MF sebagai pasangan sejenisnya ikut membantu dan mengetahui bahwa Ayu yang 
sebenarnya adalah SB telah memalsukan surat/identitas nya sebagai perempuan. Dengan 
melihat hal tersebut, pasangan tersebut ingin melegalkan dirinya secara sepihak agar 
hubungan sejenisnya dapat diakui dimata hukum. Pasangan pernikahan sesama jenis di 
Jember, Jawa Timur, MF dan SB dituntut hukuman satu tahun penjara. SB disebut 
memalsukan KTP untuk berganti identitas menjadi Ayu Puji Astuti agar bisa menikah dengan 
MF. Kedua terdakwa terbukti secara meyakinkan melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP 
tentang pemalsuan dokumen. 

Kasus lainnya, seperti yang terjadi di Kabupaten Soppeng. Pernikahan sejenis antara MT 
dan MTR di Desa Baringeng, Kecamatan Ririlau, Kabupaten Soppeng, Selasa 9 Juni 2020 
terungkap setelah tamu undangan curiga akan perawakan mempelai pria yang mirip wanita. 
Lantaran menjadi buah bibir, komunikasi antara kepala desa pun berjalan dan mengungkap 
fakta yang mencengangkan di mana MTR adalah seorang wanita alias mempelai pria palsu. 
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Soppeng Ilham membantah telah mengeluarkan Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) kepada MTR. MTR (24) merupakan mempelai pria yang belakangan 
diketahui seorang wanita. Meski demikian, pihak Dukcapil mengakui MTR pernah 
mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran. Namun, hal tersebut tidak terlaksana 
dikarenakan MTR tak memenuhi persyaratan. 
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini 
difokuskan untuk mengkaji penerapan dari suatu kebijakan hukum terhadap pelaksanaanya. 
Selanjutnya diperolehlah beberapa perumusan masalah yakni: masalah apa yang 
menyebabkan motif tindak pidana pemalsuan identitas dalam pernikahan yang dilakukan 
oleh pasangan sesama jenis?; serta bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana 
pemalsuan identitas pada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis di 
Indonesia?. Sejalan dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui penyebab dari adanya motif tindak pidana pemalsuan identitas 
dalam pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis serta untuk menganalisis 
penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan identitas pada pernikahan yang 
dilakukan oleh pasangan sesama jenis di Indonesia 

 
METODE 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Dimana Penelitian Hukum 
Normatif adalah Jenis penelitian yang mana mengkaji studi dokumen, yakni mengunakan 
berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan Pengadilan, 
Teori Hukum, dan dapat pula berupa pendapat para sarjana atau dengan kata lain penelitian 
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.12 Tahapan pertama penelitian 
Hukum Normatif adalah Penelitian yang mana ditujukan untuk mendapatkan Hukum 
Obyektif (Norma Hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap permasalah 
hukum yang ada tersebut. Kemudian tahapan kedua penelitian Hukum Normatif adalah 
Penelitian yang mana ditujukan untuk mendapatkan Hukum Subyektif (Hak dan 
Kewajiban).13 Penelitian ini hanya ditujukan pada asas hukum, konsep, prinsip-prinsip 
hukum serta peraturan-peraturan tertulis dengan melihat kasus-kasus yang terjadi sehingga 
penelitian ini sangat erat hubungannya pada kepustakaan karena akan membutuhkan data-
data yang bersifat sekunder. Selanjutnya, metode pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif adalah suatu 
pendekatan dalam pemecahan masalah dengan cara pendekatan menggunakan legislasi dan 
regulasi (the statue approach).14 Berdasarkan Perumuan Masalah dan Tujuan Penelitian 
diatas, Jenis Pendekatan yuridis normatif berdasarkan pada Perundang-Undangan (Statute 
Approach) serta dengan dukungan pada Pendekatan Konsep (Conceptual Approach). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Motif penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan identitas dalam pernikahan 
yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis 
Perkawinan sesama jenis adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang yang 

memiliki jenis kelamin sama atau identitas gender yang sama. Bagi orang yang mempunyai 
ketertarikan dengan sesama jenis biasa disebut homoseksual, istilah ini muncul pertama kali 
dalam bhasa inggris pada tahun 1890 dalam tulisan karya Charles Gilbert Chaddock yang 
menerjemahkan Psychopathia Sexuallis karya R. Von Krafft-Ebing. Homo berasal dari bahasa 
Yunani yang berarti sama. Sedangkan seksual mempunyai dua pengertian, pertama: seks 
sebagai jenis kelamin; kedua: seks adalah hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, 
misalnya persetubuhan atau senggama.15 

Dalam Islam, homoseksual disebut liwath atau “amal qauni luthin”. Sedangkan menurut 
kamus besar Bahasa Indonesia, Homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dan 
jenis kelamin yang sama. Kamus Bahasa Melayu Nusantara, memberikan dua pengertian 

                                                             
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta, 

2009) hlm. 13–14 
13Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, Law Review Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan, Volume V  No. 3 Tahun 2006,  hlm. 50 
14 Ibid. hal. 97 
15 Abdul Aziz Ramadhani, Homoseksual dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam (Makassar, 

2012), hlm. 30 
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terhadap homoseksual. Pertama, orang yang tertarik nafsu syahwatnya kepada orang sejenis 
dengannya. Kedua, dalm keadaan tertarik terhadap orang yang jenis kelaminnya sama; atau 
cenderung kepada perhubungan sejenis. Djalinus, mengatakan homoseksual adalah dalam 
keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.16 

Perkawinan isejenis dipandang ioleh imasyarakat isebagai isuatu ikekejian iyang imenyalahi 
ikodrat imanusia isebagai iciptaan iTuhan, iyang imana iseharusnya imanusia imelakukan 
iperkawinan idengan ilawan ijenis ikelamin isebagai itujuan iperkawinan iyakni iuntuk 
imelanjutkan iketurunan. iNamun iberbeda idengan iperkawinan isejenis iyang ilebih 
imenginginkan ihubungan imenyimpang itersebut iatas idasar icinta ikasih isayang iguna 
imembentuk ikeluarga imelalui iperkawinan iyang isah.17 iPengakuan ihukum iperkawinan 
isesama ijenis ikadang-kadang idisebut isebagai ikesetaraan iperkawinan iatau ipernikahan 
isetara, iterutama ioleh ipara ipendukungnya. 

Adapun ifaktor-faktor iyang imelatarbelakangi itimbulnya iperkawinan isesama ijenis 
isehingga imereka imemutuskan iuntuk imelakukan ipemalsuan iidentitas, iyakni iantara ilain 
isebagai iberikut: 

a. Sikap imental iburuk ipelaku iyang ipada idasarnya iingin imengeruk ikeuntungan isebanyak-
banyaknya ihanya iuntuk ikepentingan idiri isendiri; 

b. Ketidakteraturan idan ikelemahan isistem iadministrasi ikependudukan ipintu iutama 
iuntuk imelakukan ipemalsuan iidentitas; 

c. Masih ikurangnya ipengetahuan isebagian ianggota imasyarakat itentang iperkawinan 
iberikut iperaturan ipelaksanaannya idan iperaturan iperundang-undangan ilainnya iyang 
iberlaku iserta ihukum imunakahat; 

d. Modusnya, itahu isama itahu, ikomitmen iuntuk imerahasiakan iditambah idengan iiming-
iming isejumlah iuang, iselembar ikartu itanda ipenduduk ipalsu idapat idiperoleh; 

e. Perangkat iaparat iyang inegotiable iatau imodus ikonspirasi i(persengkokolan), imasih 
itetap ieksis isampai isekarang; 

f. Kurang ibagusnya ikoordinasi iantara ipejabat iatau ipetugas ipencatatan iperkawinan iyang 
iberwenang imenanganinya; 

g. Karena itidak iada iruang ihukum ibagi ikaum isesama ijenis iuntuk imenikah idengan isesama 
ijenisnya, ikarena ihukum idi iIndonesia imengakui iperkawinan ibisa idilakukan ioleh ilaki-
laki idengan iperempuan, ibukan ilaki-laki idengan ilaki-laki idan iperempuan idengan 
iperempuan; 

h. Adanya idorongan ibatin iuntuk ibisa ihidup ibersama idengan ipasangan isejenisnya, ihal iini 
imenunjukkan ibahwasannya iorientasi iseksual iyang idimiliki ioleh iorang iyang imerasa 
idirinya ipenyuka isesama ijenis itidak isenada idengan igender iyang idimilikinya isaat iini; 

i. Psycosocial, imaksudnya ikaum igay idan ilesbian imembentuk iidentitas idirinya imulai isejak 
iusia idini imelalui ihubungan idan iinteraksi iyang ikompleks iatau isecara ibiologis, 
ipsikologis idan ifaktor-faktor isosial ilainnya 

j. Diskriminatif, imaksudnya ikaum igay idan ilesbian ibelum imemiliki iruang iatau iwilayah 
iyang imenurutnya ibelum idapat iditerimanya idi imasyarakat iyang ipluralis idan 
imultikultural, isehingga ikaum igay idan ilesbian imembentuk isebuah ikelompok iataupun 
iorganisasi iyang imenuntut iadanya ilegalisasi ihak iasasi imanusia iseperti ihalnya 
iperkawinan isejenis itersebut. iAdapun ijenis idari idiskrimanisi idalam ihal iini idisebut 
isebagai idiskriminasi igender. 

2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan identitas pada pernikahan 
yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis di Indonesia 
Perbuatan ipemalsuan imerupakan isuatu ijenis ipelanggaran iterhadap ikebenaran idan 

ikepercayaan, idengan itujuan imemperoleh ikeuntungan ibagi idiri isendiri iatau iorang ilain.18 
iSuatu ipergaulan ihidup iyang iteratur idi idalam imasyarakat iyang imaju itidak idapat 

                                                             
16 Ibid. 
17 iMuhammad iMakhfudz, i“Berbagai iPermasalahan iPerkawianan iDalam iMasyarakat iDitinjau iDari iIlmu 

iSosial iDan iPersamaan iKesempatan i(EOC) iHukum, iJurnal iHukum, iUNDIP, iSemarang i2010, ihlm. i21 
18 iAdami iCh.azawi, iOp. iCit.,hlm. i7 
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iberlangsung itanpa iadanya ijaminan ikebenaran iatas ibeberapa ibukti isurat idan idokumen-
dokumen ilainnya, ikarenanya iperbuatan ipemalsuan idapat imerupakan iancaman ibagi 
ikelangsungan ihidup idari imasyarakat itersebut. Membuat isurat ipalsu iadalah imenyusun 
isurat iatau itulisan ipada ikeseluruhannya, iadanya isurat iini ikarena idibuat isecara ipalsu. iSurat 
iini imempunyai itujuan iuntuk imenunjukkan ibahwa isurat iseakan-akan iberasal idari iorang 
ilain iatau ipelaku, idan iini idisebut isebagai ipemalsuan imateriil, ikarena iasal idari isurat iitu iialah 
ipalsu. iKejahatan iyang iserupa idengan ipenipuan iadalah ikejahatan imemperdaya iyang ilain, 
itermasuk imelalui ipenggunaan ibenda iyang idiperoleh imelalui ipemalsuan, imenyalin, 
ipenggandaan, idan imemproduksi itidak idianggap isebagai ipemalsu, imeskipun imungkin 
imereka inanti idapat imenjadi ipemalsuan iselama imengetahui idan iberkeinginan iuntuk itidak 
idipublikasikan. 

Perihal itindak ipidana ipemalsuan idalam ihukum ipidana idiatur idalam iBab iXII iKUHP. 
iTindak ipidana yang idirumuskan isebagai imembuat isurat ipalsu iatau imemalsukan isurat iyang 
idapat imenerbitkan isuatu ihak iatau isuatu iperikatan iatau isurat isuatu ipembebasan idari iutang 
iatau isurat-surat iyang idiajukan iuntuk imembuktikan isuatu ikejadian, idengan itujuan idan 
imaksud iuntuk imemakai isurat iitu iasli idan itidak ipalsu, idan ipemakaian iitu idapat 
imenimbulkan ikerugian.19 iSebagaimana idimaksud idalam iPasal i263 iAyat i(1) iKUHP idi imana 
idalam isurat iterkandung iarti iatau imakna itertentu idari isebuah ipikiran, iyang ikebenarannya 
iharus idilindungi. iPasal i263 iKUHP iberbunyi: 

(1) Barang isiapa imembuat isurat ipalsu iatau imemalsukan isurat iyang idapat 
imenimbulkan isesuatu ihak, iperikatan iatau ipembebasan ihutang, iatau iyang 
idiperuntukkan isebagai ibukti idaripada isesuatu ihal idengan imaksud iuntuk 
imemakai iatau imenyuruh iorang ilain imemakai isurat itersebut iseolah-olah iisinya 
ibenar idan itidak idipalsu, idiancam ijika ipemakaian itersebut idapat imenimbulkan 
ikerugian, ikarena ipemalsuan isurat, idengan ipidana ipenjara ipaling ilama ienam 
itahun. 

(2) Diancam idengan ipidana iyang isama, ibarang isiapa idengan isengaja imemakai isurat 
ipalsu iatau iyang idipalsukan iseolah-olah isejati, ijika ipemakaian isurat iitu idapat 
imenimbulkan ikerugian. 

Pemalsuan isangat iberagam ibentuknya, isalah isatunya iadalah ipemalsuan isurat iyang 
idalam ihal iini iadalah isurat iyang menjelaskan iidentitas iseseorang. iDalam ihal iini ikejahatan 
ipemalsuan iidentitas iyang idimaksud ipenulis iadalah ikejahatan ipemalsuan iidentitas idalam 
iperkawinan. iPengaturan ipemalsuan iidentitas idalam iperkawinan imenurut ihukum ipidana 
idiatur idalam iPasal i266 iKUHP iyang imengatur itentang ipemalsuan iidentitas, iwalaupun itidak 
isecara itegas idituliskan ibentuk ipemalsuannya iadalah idalam ihal iidentitas idalam 
iperkawinan, inamun idemikian iidentitas iyang idimaksud itersebut idituliskan idalam isuatu 
iakta iotentik isehingga imenjadi ibagian idari ipasal iini. iDalam ihal ipemalsuan iidentitas idalam 
iperkawinan iini, idi imana iseseorang iyang imempunyai itujuan itertentu iyang isecara iilegal 
iakan imenggunakan isegala imacam icara iatau imembuat iidentitas ipalsu idi idalam isuatu 
iperkawinan. 

Pasal 266 iKUHP iberbunyi: 
(1) Barangsiapa imenyuruh imemasukkan iketerangan ipalsu ike idalam isuatu iakta 

iotentik imengenai isuatu ihal iyang ikebenarannya iharus idinyatakan ioleh iakta iitu, 
idengan imaksud iuntuk imemakai iatau imenyuruh iorang ilain imemakai iakta iitu 
iseolah-olah iketerangan iitu isesuai idengan ikebenarannya, idiancam ipidana ibila 
ipemakaian iitu idapat imenimbulkan ikerugian, idengan ipidana ipenjara ipaling ilama 
itujuh itahun. 

(2) Diancam idengan ipidana iyang isama, ibarang isiapa idengan isengaja imemakai iakta 
itersebut iseolah-olah iisinya isesuai idengan ikebenarannya, idan ibila ipemakaian 
itersebut idapat imenimbulkan ikerugian. 

 

                                                             
19 iAdami iChazawi, iKejahatan iTerhadap iPemalsuan i(Jakarta, i2001), ihlm. i97 
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Dalam peristiwa iperkawinan idengan iadanya ipemalsuan iidentitas ijenis ikelamin, iyang 
imenjadi ititik ipenyimpangan iatau icacat ihukumnya iialah iseperti iyang idimaksud ipada iisi 
iPasal i58 iAyat i(2) iUndang-Undang iNomor i24 iTahun i2013 iTentang iAdministrasi 
iKependudukan iyakni idata iperseorangan iseperti ijenis ikelamin, iyang imana iumumnya 
iterdapat ipada ikartu itanda ipenduduk, ikartu ikeluarga, iakta ikelahiran, idi imana ipengertian 
idari ijenis ikelamin iitu isendiri iyakni isuatu ibentuk igender iyang imembedakan iantara 
iseoarang ipria idan iwanita. 

Pemalsuan iidentitas ijenis ikelamin iatau ibiologis iini idapat iterjadi idalam isuatu 
ipelangsungan iperkawinan, idi imana isaat iakan imelangsungkan iperkawinan isalah isatu icalon 
imempelai imembuat isuatu idokumen ipalsu iterhadap iidentitas ijenis ikelamin iaslinya iuntuk 
imenghindari isyarat imateriil idari iperkawinan iyang isah. iSehingga idapat iditarik isuatu 
ipemahaman idari idilakukannya ipemalsuan iidentitas ijenis ikelamin iatau ibiologis idalam 
isuatu iperkawinan iitu iadalah ikenyataan idari isalah isatu imempelai isebagai ipenyandang ijenis 
ikelamin iyang iberbeda idengan ijenis ikelamin isesungguhnya.20 

Peristiwa ipemalsuan iidentitas ijenis ikelamin iini ibiasanya iterdapat ipada isaat imemenuhi 
ipersyarat iformil iseperti imelakukan ipendaftaran ipencatatan ikehendak imelangsungkan 
iperkawinan iberdasarkan iUndang-Undang iNomor i16 iTahun i2019 itentang iPerubahan iAtas 
iUndang-Undang iNomor i1 iTahun i1974 iTentang iPerkawinan. iPada itahapan iini, ipara icalon 
iyang imenyatakan ikehendak iakan imelangsungkan iperkawinan imenyerahkan idokumen idan 
idata-data idirinya iuntuk idilakukan ipemeriksaan ikelengkapannya idan ipemeriksaan 
iterhadap ipemenuhan isyarat iperkawianan iyang isah ibaik isyarat imateril iumum iatau ikhusus. 

Dari iperistiwa ipemalsuan iidentitas idapat idilihat iadanya ipenyimpangan idari isyarat 
iperkawinan iyang isah isehingga iadanya icacat ihukum idari iterlaksananya iperkawinan idari 
ipemalsuan iidentitas ijenis ikelamin. iJika iditinjau idari iketentuan iyang idinyatakan ipada iPasal 
i1 iUndang-Undang iNomor i16 iTahun i2019 itentang iPerubahan iAtas iUndang-Undang iNomor 
i1 iTahun i1974 iTentang iPerkawinan, imaka iakan iterdapat iunsur iyang imenyimpang idari 
iperistiwa ipemalsuan iidentitas ijenis ikelamin idalam imelangsungkan iperkawinan iyakni 
iterhadap iunsur iyang imenyatakan ibahwa iadanya iikatan iperkawinan iitu idilakukan ioleh ipria 
idan iwanita. 

Hal iini imenandakan iperkawinan iitu ihanya idapat idilakukan ioleh ijenis ikelamin 
iyang iberbeda. iDalam ihukum iIslam, iterdapat ijuga iketentuan iyang isenada iseperti iitu idi 
imana idapat idilihat idalam iAl-Qur’an iSurat iAn-Nur iAyat i32 iyang imenyatakan idan 
ikawinkanlah iorang-orang iyang isendirian idi iantara ikamu idan iorang-orang iyang ilayak 
i(kawin) idari ihamba isahayamu iyang ilelaki idan iwanita.Kemudian iperkawinan iyang 
imengharuskan idilakukan ioleh ipriadan iwanita ijuga idiatur idalam iketentuan isyaratsyarat 
iperkawinan isah ibaikberdasarkan iPasal i6Ayat i(1) iUndang-Undang iNomor i16 iTahun i2019 
itentang iPerubahan iAtas iUndang-Undang iNomor i1 iTahun i1974 iTentang iPerkawinan, 
imengenai ikehendak iuntuk imelangsungkan iperkawinan ihanya idinyatakan ioleh icalon 
imempelai ipria idan iwanita.21 

Ketentuan ikeharusan ipria idan iwanita iyang imenjadi icalon iyang imengikatkan idiri 
idalam iperkawinan idiatur ijuga ipada iPasal i14, iPasal i16 iKompilasi iHukum iIslam iyang 
imenentukan ibahwa isyarat iutama idari iperkawinan iyang isah iialah iadanya ipria idan iwanita 
iyang imenjadi ikedua icalon imempelai idalam imenyatakan ikehendaknya imelangsungkan 
iperkawinan.22 iSehingga idari isyarat iini imenggambarkan idalam iperkawinan iitu itidak 
idiperbolehkan iadanya ipernikahan iyang isesama ijenis ibaik iitu idari ikehendak ibersama 
iataupun idari isalah isatu icalon imempelai itanpa idiketahui icalon imempelai ilainnya iyang 
imenggunakan iperbuatan ipemalsuan iidentitas ijenis ikelamin itersebut. 

Terhadap itidak iterpenuhinya isyarat iperkawinan iyang isah iberupa icalon imempelai 
iperkawinan iialah ipria idan iwanita idengan iterjadinya iperkawinan iyang idilangsungkan 

                                                             
20 iAlimin iMesra, iArtikel iVerifikasi iIdentitas iBiologi, iJurnal iIlmu iPendidikan, iVol. iXII. iJuli i2012, ihlm. i25 
21 iWahyono iDarmabrata, iSurini iAhlan iSjarif, iHukum iPerkawinan iDan iKeluarga iDi iIndonesia i(Jakarta, 

i2004), ihlm. i22 
22 iNeng iDjubaedah, iet. ial., iHukum iPerkawinan iIslam iDi iIndonesia i(Jakarta, i2005), ihlm. i62 
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idengan iadanya isalah isatu icalon iyang imemalsukan iidentitas ijenis ikelaminnya 
imengakibatkan itujuan idari isuatu iperkawinan iyang isah idan isakral iitu itidak iterpenuhi idan 
irusak. iTujuan idari iperkawinan idalam iPasal i1 iUndang-Undang iNomor i16 iTahun i2019 
itentang iPerubahan iAtas iUndang-Undang iNomor i1 iTahun i1974 iTentang iPerkawinan iadalah 
imembentuk ikeluarga iatau irumah itangga iyang ibahagia idan ikekal iberdasarkan iKetuhanan 
iYang iMaha iEsa. iDalam itujuan itersebut imaksudnya iialah imembentuk ikesatuan imasyarakat 
ikecil iyang iterdiri idari isuami, iistri, idan ianak-anak. iKeluarga iyang idapat imencapai 
ikebahagiaan isangat ierat ihubungannya idengan iketurunan iyang imerupakan ibagian idari 
itujuan iperkawinan, ipemeliharaan idan ipendidikan iyang imenjadikan isemua iitu ihak idan 
ikewajiban ikedua iorang itua.23 

Dari itujuan iperkawinan itersebut idisimpulkan isalah isatunya iadalah iadanya iketurunan 
idalam iperkawinan, idi imana iketurunan itersebut ihanya idapat idicapai idengan iperkawinan 
isah iyang idilangsungkan ioleh ipria idengan iwanita iyang idapat imelakukan ihubungan ibiologis 
iataupun imelakukan ipersetubuhan. iSehingga idengan iterjadinya ipemalsuan iidentitas ijenis 
ikelamin idalam iperkawinan itersebut iakan imenimbulkan isuatu iakibat iperkawinan iyang 
isejenis iyang imana idalam ihal iini isudah ipastinya itidak iakan idapat imemperoleh isuatu 
iketurunan idari iperkawinannya. 

Jadi idari ibeberapa ipenjelasan ipemalsuan iidentitas ijenis ikelamin iyang idikaitkan idengan 
iketentuan isyarat iserta itujuan idari iperkawinan isah itersebut idapat iditarik isebuah 
ikesimpulan ibahwa ipeyimpangan iyang iterjadi iterhadap iperistiwa iperkawinan idengan 
iadanya ipemalsuan iidentitas ijenis ikelamin iadalah itidak iterpenuhinya isyarat iutama idari 
iperkawinan iyang isah iyaitu ihanya iseorang ipria idan iwanita isajalah iyang idapat imelakukan 
iperkawinan. iSebagai icontoh isalah isatu icalon imempelai iyang iseharusnya idalam idata 
iidentitasnya iadalah ijenis ikelamin iwanita idengan imemalsukan idokumen iidentitas ijenis 
ikelamin itersebut iberubah imenjadi iidentitas ijenis ikelamin ipria idapat imenimbulkan isuatu 
iperkawinan iyang isejenis iyang imana idari iperkawinan itersebut itidak iakan imencapai isuatu 
itujuan iperkawinan iyang imulia iyaitu imemperoleh iketurunan i(anak) idalam isuatu 
iperkawinan itersebut idan iterhadap iperkawinan isejenis iyang iterjadi ikarena ipemalsuan 
iidentitas iberakibat iperkawinan itersebut imenjadi itidak isah idan idapat idimintakan 
ipembatalannya ike ipengadilan. 

Mengenai ipembatalan iperkawinan ikarena ipemalsuan iidentitas ijenis ikelamin iitu 
isendiri imenjadi ikewenangan iPengadilan iUmum idan iPengadilan iAgama, isebagaimana 
idimaksud idalam iPasal i63 iAyat i(2) iHuruf iB iUndang-Undang iNomor i1 iTahun i1974 iTentang 
iPerkawinan. iMenurut iPasal i63 iAyat i(2) iHuruf iB iUndangUndang iNomor i1 iTahun i1974 
iTentang iPerkawinan iyang idimaksud idengan ipengadilan idalam iundang-undang iini iialah 
ipengadilan iagama ibagi iagama iislam idan ipengadilan inegeri ibagi iagama inon-islam 

Pasal i22 iUndang-Undang iNomor i16 iTahun i2019 itentang iPerubahan iAtas iUndang-
Undang iNomor i1 iTahun i1974 iTentang iPerkawinan imenyatakan ibahwa iperkawinan idapat 
idibatalkan, iapabila ipara ipihak itidak imemenuhi isyarat iuntuk imelangsungkan iperkawinan. 
iPengertian idapat ipada ipasal iini idiartikan ibisa ibatal iatau ibisa itidak ibatal, ibilamana 
imenurut iketentuan ihukum iagamanya imasing-masing itidak imenentukan ilain.24 iPembatalan 
iperkawinan iadalah iputusan ipengadilan iyang imenyatakan ibahwa iikatan iperkawinan iyang 
itelah idilakukan iitu itidak isah, iakibatnya iialah iperkawinan iitu itidak ipernah idianggap. 
iPembatalan iitu isendiri iberasal idari ikata ibatal iyang iartinya imenganggap itidak isah, itidak 
ipernah iada, ijadi ipembatalan iperkawinan imenganggap ibahwa iperkawinan iyang idilakukan 
isebagai iperistiwa iyang itidak isah, iatau itidak ipernah idianggap iada. 

Permohonan ipembatalan iperkawinan idiajukan ikepada ipengadilan idalam idaerah 
ihukum idi imana iperkawinan iitu idilangsungkan iatau idi itempat itinggal isuamiisteri, isuami 
iatau iisteri, ijadi iinstansi ipemerintah iatau ilembaga ilain idi iluar ipengadilan iatau isiapapun 
ijuga itidak iberwenang iuntuk imenyatakan ibatalnya isuatu iperkawinan.25 iBatalnya isuatu 
                                                             

23 iDjamaan iNur, iFiqih iMunakahat i(Bengkulu, i1993), ihlm. i4 
24 i8 iPenjelasan iUmum iPasal i22 iUndang-Undang iNomor i1 iTahun i1974 iTentang iPerkawinan 
25 iPenjelasan iUmum iPasal i25 iUndang-Undang iNomor i1 iTahun i1974 iTentang iPerkawinan 
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iperkawinan idimulai isetelah iputusan ipengadilan iyang imempunyai ikekuatan ihukum itetap 
idan iberlaku isejak isaat iberlangsungnya iperkawinan.26 iSelanjutnya iPasal i27 iUndang-
Undang iNomor i16 iTahun i2019 itentang iPerubahan iAtas iUndang-Undang iNomor i1 iTahun 
i1974 iTentang iPerkawinan imenyatakan ibahwa: 

a. Seorang isuami iatau iisteri idapat imengajukan ipermohonan ipembatalan iperkawinan 
iapabila iperkawinan idilangsungkan idi ibawah iancaman iyang imelanggar ihukum; 

b. Seorang isuami iatau iisteri idapat imengajukan ipermohonan ipembatalan iperkawinan 
iapabila ipada iwaktu iberlangsungnya iperkawinan iterjadi isalah isangka imengenai idiri 
isuami iatau iisteri; 

c. Apabila iancaman itelah iberhenti, iatau iyang ibersalah isangka iitu imenyadari ikeadaannya, 
idan idalam ijangka iwaktu i6 i(enam) ibulan isetelah iitu imasih itetap ihidup isebagai isuami 
iisteri, idan itidak imempergunakan ihaknya iuntuk imengajukan ipermohonan ipembatalan, 
imaka ihaknya igugur. 

Permohonan iperkara ipembatalan iperkawinan imerupakan imasalah ihukum iyang iterjadi 
idi ikehidupan imasyarakat. iTidak isemua ipermohonan ipembatalan iperkawinan idikabulkan 
ioleh imajelis ihakim, ikarena ihal iini imelihat ikepada iakibat idari idibatalkannya iperkawinan 
iyang iakan imerugikan ibanyak ipihak iterutama ianak iserta imencoreng inama ibaik isuami idan 
iistri. iDiterima iatau iditolaknya iperkara ipermohonan ipembatalan iperkawinan iini 
imembutuhkan ipertimbangan-pertimbangan iyang imatang idari ipihak iyang iterkait imaupun 
inegara ikarena iputusannya iharus imengacu ikepada ihukum iyang iberlaku. iLangkah itersebut 
idilakukan iselain iuntuk ikemaslahatan isemua ipihak ijuga iuntuk imenjalankan isistem 
iperundang-undangan isebagai iupaya imengedepankan iprofesionalisme ihakim iyang 
ibertugas isebagai ipenengah idalam isetiap iperkara iyang idiajukan ike ilembaga iperadilan. 

Berdasarkan ihal itersebut idapat idisimpulkan ibahwa ilembaga iperadilan idalam ihal iini 
iPengadilan iNegeri idan iPengadilan iAgama iberperan ipenting idalam imembatalkan 
iperkawinan ikarena iterdapatnya ipemalsuan iidentitas ijenis ikelamin idalam iperkawinan 
iyang idilakukan ioleh isalah isatu ipasangan imempelai. iSebagai ilembaga iperadilan itentunya 
ipara ipemohon ipembatalan iperkawinan ikarena iterdapatnya ipemalsuan iidentitas ijenis 
ikelamin idalam imemerlukan ikeadilan iterhadap iperlindungan ihak iasasi imanusianya, idan 
ioleh ikarena iitu ipengadilan inegeri idan ipengadilan iagama iharus imelindungi ihak iasasi idari 
isalah isatu ipasangan iyang idirugikan iakibat iadanya ipemalsuan iidentitas ijenis ikelamin 
idalam isuatu iperkawinan. 

Kembali ipada ibahasan ipembatalan iperkawinan ikarena iadanya ipemalsuan iidentitas, 
ihal iini ididasarkan ipada iketentuan iPasal i27 iAyat i(2) iUndang-Undang iNomor i16 iTahun 
i2019 itentang iPerubahan iAtas iUndang-Undang iNomor i1 iTahun i1974 iTentang iPerkawinan 
imenyatakan ibahwa iseorang isuami iatau iistri idapat imengajukan ipermohonan ipembatalan 
iperkawinan iapabila ipada iwaktu iberlangsungnya iperkawinan iterjadi isalah isangka 
imengenai idiri isuami iatau iistri. iSalah isangka idalam ihal iini iadalah iseorang isuami iyang 
imengira iistrinya iadalah iperempuan ipadahal ikenyataannya iadalah ilaki-laki iatau isebaliknya 
iseorang iistri iyang imenyangka isuaminya iadalah iseorang ilaki-laki itapi ikenyataannya iadalah 
iperempuan, isehingga iterhadap iperistiwa iini idapat idimintakan ipembatalan iperkawaninan 
ike ipengadilan isesuai itempat idimana imereka imelangsungkan ipencatatan ipernikahan. 

 
PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa motif 
penyebab timbulnya tindak pidana pemalsuan identitas dalam pernikahan sesama jenis 
adalah 1) Karena tidak ada ruang hukum bagi kaum sesama jenis untuk menikah dengan 
sesama jenisnya; 2) Adanya dorongan batin untuk bisa hidup bersama dengan pasangan 
sejenisnya; dan 3) Diskriminatif, maksudnya kaum gay dan lesbian belum memiliki ruang 
atau wilayah yang menurutnya belum dapat diterimanya di masyarakat yang pluralis dan 

                                                             
26 iPenjelasan iUmum iPasal i28 iAyat i(1) iUndang-Undang iNomor i1 iTahun i1974 iTentang iPerkawinan 
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multikultural. Selanjutnya, perkara tindak pidana pemalsuan identitas pada pernikahan 
sesama jenis dilakukan melalui Pengadilan sebagai penegak hukum. Tindak pidana 
pemalsuan identitas dapat dituntut dengan Pasal 263 ayat (1) (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP dan Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
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